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ABSTRAK

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak
memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam
realitasnya proses pelaksanaannya mediasi efektif dan sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara perceraian,
terbukti dari keberberhasilan perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Tercatat
Pengadilan Agama Garut pada tahun 2021 telah menerima perkara sebanyak 6784
perkara yang terdiri dari 5787 perkara Gugatan, 993 perkara Permohonan dan 4
perkara Gugatan Sederhana. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya telah terjadi peningkatan jumlah perkara sebanyak 369 (tiga ratus
enam puluh sembilan) perkara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian
ini adalah tentang efektivitas mediasi dan berbagai faktor penghambat dan
pendukung keberhasilan proses pelaksanaannya, sebagai sarana dalam
menyelesaikan perkara, yang dengan tujuan utamanya dimaksudkan untuk
mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui sejauhmana tingkat
keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Garut.

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan
pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan
adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwasanya mediasi di
Pengadilan Agama Garut efektif, dengan tingkat keberhasilan yaitu sejumlah 7
Perkara dari 299 atau 2,3%. Pengadilan Agama Garut pada tahun 2021 tercatat
menerima sebanyak 6784 perkara gugatan, cerai talak sebanyak 1095 dan cerai
gugat sebanyak 4648. Perkara yang melalui tahap mediasi sejumlah 299 perkara,
dan perkara yang berhasil di mediasi yaitu sejumlah 7 Perkara dari 299 atau 2,3%
2021.

Kata kunci: hakim mediator, perceraian, efektivitas, mediasi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tentunya
memerlukan adanya hubungan satu sama lain dan setiap makhluk hidup akan
berupaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya dengan membentuk
regenerasi yang direalisasikan dalam kehidupan masyarakat untuk
memperoleh kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Rahmah,
pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai bentuk
ibadah dalam lingkup keluarga yang merupakan entitas paling kecil dalam
masyarakat yang telah diikat secara ikatan yang sah baik dengan cara
menggunakan sistem adat maupun keagamaan.! Sebagaimana yang telah

Allah firmankan dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:

ESYLs 5 Lagia Cug leans ) Lata 3L 5 a5 (it (e pSEIA (531 oS5 5 | g8 il Ll
208 5 oSile IS 4l Ul als Y 4 ¢ slellust (o3 401 1505 el

Y @l B Laa 555350 oSy e s Laadl | Sl 551 pSudil (g oS0 GBS (o 430 (a9
30}5553:' c)ﬁ

! Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan
UU Negara Muslim Kontemporer, cet. Ke-2 (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, Desember
2013), him. 43-53.

2 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya. 2003. (Bandung: Diponegoro),
An-Nisa’(4): Ayat 1.

3 |bid, Ar-Rum (21): Ayat 21.



Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*

Untuk bisa membentuk keluarga tentunya ada suatu proses yang harus
ditempuh dan dikenal sebagai perkawinan, yang merupakan ikatan lahir batin
antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia juga
sejahtera. Tentu dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam
menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Tidak hanya
sebatas ikatan yang sifatnya kontraktual pernikahan menjadi dasar
berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat dan hasrat
alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian
mereka.®

Filosofi dasar dari perkawinan adalah upaya untuk kemudian bisa
menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka untuk
membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah.
Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang
langgeng bahkan sampai akhir hayat dikandung badan.® Karena tujuan

perkawinan berdasarkan dari penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974

4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

5 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah. (Beirut: Dar
al-Qalam, tth), him. 15-16.

6 Baharudin Ahmad , Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis,
(Jakarta: Gaung Persada Press) him.4.



tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhana Yang

Maha Esa.

Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentunya
merupakan harapan bagi setiap pasangan. Tetapi, kemudian yang menjadi
persoalan adalah pembentukan keluarga sakinah bukan perkara yang sangat
mudah, sebab dalam ruang hubungan keluarga pasti dibutuhkan konsistensi,
pemahaman dan rasa pengertian yang cukup besar antar satu dengan yang
lainnya. Sebab munculnya permasalahan-permasalahan di dalam keluarga
menjadi ujian bagi masing-masing keluarga dalam mempertahankan

kelangsungan hubungan rumah tangga.

Dalam realitas kehidupan hubungan keluarga tentunya tidak dapat
terlepas dari permasalahan yang pasti terjadi, bahwa hubungan suami istri
tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis, terkadang suami isteri itu
gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah
yang tidak dapat di atasi dan diredam yang pada akhirnya menyebabkan
terjadinya perceraian. Fenomena putusnya ikatan perkawinan tentunya sudah
ada bahkan sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian
merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan sebagai

tindakan dalam mengatasi permasalahan keluarga yang dianggap sebagai



jalan terakhi sehingga pandangan tersebut bisa menjadi penyebab terus

meningkatkan angka perceraian.’

Dalam Islam telah diatur dengan tegas yang telah dinyatakan bahwa
perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci oleh
Allah. Tetapi pada dasarnya, perkawinan diorientasikan juga sebagai
komitmen utuh dan kekal. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian
merupakan fenomena yang terjadi ketika tidak dapat merawat keutuhan

hubungan keluarga.®

Islam tentu telah memberikan ketentuan sebagai bentuk solusi yang
sangat bijak dan memudahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk
menunjuk seorang hakam atau mediator yaitu untuk bisa menjadi penengah
dalam mengatasi perkara perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk
mendamaikan. Keberadaan mediator dalam perkara perkawinan merupakan
penjabaran dari perintan Al-Quran, dengan telah disebutkan bahwa jika ada
permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakam
yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan hakam menjadi
penting untuk mengatasi permasalahan perkawinan tersebut untuk tidak

berujung pada perceraian.

" Hammudah Abd al-Ati, “Family Stucture in Islam, terjemah Anshari Thayib :
“Keluarga Muslim” (Cet. |, Surabaya: PT. Bina llmu, 1984), him. 286.

8 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2013)
him 228.



Secara terminologi, dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan
istilah Islak atau sulk ( == ) yang berarti g 53l #k8 memutus pertengkaran
atau perselisihan dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk
mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling

bersengketa.®

Secara bahasa, Islaz atau sulku menurut Tagiy al- Din Abu Bakar

Ibnu Muhammad al- Husaini*®

Sedangakan Hasby Ash- Siddigie dalam bukunya Pengantar Figih

Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al- Suliu adalah: 1
g3 43 gdiple e (a8 Ole el 4 (gsie

Dasar hukum As- Sulhuu yang disyari’atkan oleh Allah SWT.

Sebagaimana yang tertuang dalam Al- Qur’an adalah: '?
Osen i aSTal il 81 50 5a ) galiald 3 6l () gia sl

Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa as-
sulku adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan,

bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak,

271.

¥ Sayyid Sabiq : “Figh al-Sunnah”, Juz 11l (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), him.305.

10 |mam Tagiyuddin Abu Bakar, Kifayah al- Akhyar, (Bandung : PT Al- Marif, tt), him.

11 Hashi Ash Siddiqgi, Pengantar Figih Muamalat,(Bulan Bintang: Jakarta, 1984), him.92.

2.Q.S Al-Hujurat (9) : Ayat 10.



dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan
kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zulhaily, as-suliu

adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.*?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan
dengan ketentuan tersebut maka kemudian salah satu prinsip dasar negara
hukum tentu adanya jaminan dan kepastian penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman secara merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya untuk

menyelenggarakan peradilan untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan peradilan tentunya dianggap sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang berperan sebagai pelantara pemutusan segala pelanggaran
Hukum dan keteritiban dalam masyarakat. Peradilan juga dapat dimaknai
sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara
teoritis peradilan merupakan badan yang berfungsi juga berperan

mengungkapkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice ).14

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut dengan istilah
Mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua

pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan

13 Wahbah Zuhaily, Al- Figih al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar Al- Fikr Al-
Muashir, 2006), Jilid 1V, him. 4330.

14 M. Yahya harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: sinar grafika, 2017), him. 229.



pihak netral yang tentunya tidak memiliki kewenangan memutus.!® Pada
dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat
bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi dari Hukum. Perdamaian
merupakan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan persengketaan
diantara pihak yang berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak
perkara dapat mendapat resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain

(win win solution).

Sampai saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di
Indonesia didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan
mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga
suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses
mediasi.*® Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang,
Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar
pengadilan.'” Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam
proses beracara di peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan

perkara di Mahkamah Agung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

15 Takbir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalaui Pendekatan Mufakat,
(Rajawali Press: Jakarta, 2011), him. 12.

16 peraturan Mahkamah Agung Pasal 2.

17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10.



Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan mediasi sebagai
bagian dari hukum acara dalam perkara perdata bukanlah satu-satunya aturan
yang digunakan dalam menerapkan aturan hukum perdata pada ruang lingkup
pengadilan, Perma no 1 tahun 2016 juga mengatur tentang prosedur mediasi
di pengadilan, HIR Herziene Inlandsch Relemen dan RBG Rechtsreglement
voor de buitengewesteen juga merupakan aturan yang masih diterapkan di
dalam ruang lingkup pengadilan (Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg). Pada
dasarnya perma no. 1 tahun tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
pengadilan adalah merupakan bentuk transformasi pengaturan mengenai

mediasi di pengadilan yang berawal dari:

1. HIR pasal 130 dan RBG pasal 154 telah mengatur lembaga
perdamaian. Hakim terlebih wajib dahulu mendamaikan para pihak
yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

2. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian
dalam pasal 130 HIR/154 RBG.

3. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

4. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

5. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menegaskan
bahwasannya penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian
dari setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi
kewajiban hakim, karena tidak boleh memutuskan perkara sebelum adanya

upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kemudian kedua belah pihak



yang berperkara setuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera
melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga mereka sendiri
menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menjadi solusi untuk

menyelesaiakan sengketa mereka.

Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur
persoalan prosedur mediasi menyatakan bahwa terdapat batas waktu mediasi
yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan mediasi.'® Kedua, adanya suatu kewajiban bagi para
pihak untuk bisa menghadiri secara langsung pertemuan dalam mediasi
dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum masing-masing, kecuali ada
alasan-alasan yang sah untuk melakukan hal itu. Ketiga, tentuya yang paling
baru adalah adanya suatu “itikad baik” dalam proses mediasi dan akibat
hukum dari para pihak yang tidak mempunyai beritikad baik dalam

menempuh proses mediasi.

Dalam hal ini, mediasi tentunya merupakan cara penyelesaian
sengketa secara damai yang tepat, efektif dan juga dapat membuka akses
yang lebih luas kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh
penyelesaian yang saling menguntungkan dan memuaskan serta berkeadilan
yang dibantu oleh seorang mediator; hakim atau pihak lain yang memiliki
sertifikat mediator untuk menjadi penengah sebagai pihak netral yang

membantu para pihak dalam proses perundingan dalm mencari berbagai

18 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.



pertimbangan tentang kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dengan
metode win-win solution dari permasalahan tersebut, sehingga tidak

menyebabkan adanya pihak yang dirugikan daripada para pihak lainnya.*®

Meskipun demikian, realitas yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia
pada umumnya yaitu persoalan efektivitas dan efisiensi dalam menempuh
jalur mediasi untuk mengatasi permasalahan perkawinan. Penyelesaian
perkara membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih masih terdapat
banyak kasus perceraian di masyarakat dan hal tersebut dapat menjadi sesuatu
yang bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan salah satu asas
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 4 yaitu asas sederhana,

cepat, dan biaya ringan.

Peradilan Agama Kota Garut sebagai salah satu pengadilan tingkat
pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman yang menerapkan mediasi sebagai jalan ataupun proses dalam
penyelesaian perkara perceraian dalam menerapkan mediasi sebagai salah
satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat
membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh

penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

19 M. Yahya Harahap “Tinjauan Sistem Peradilan”, dalam Mediasi dan Perdamaian
(Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2004), him 157.
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Dalam hal ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Garut Kelas
IA sebagai objek penelitian dengan alasan karena Pengadilan Agama Garut
Kelas IA merupakan lembaga peradilan yang berada di ibu kota Garut dan
mempunyai tingkat perceraian sangat banyak sehingga mediasi perlu diteliti
dan diuji terkait persoalan efektivitasnya sebagai upaya dalam menyelesaikan
perkara perceraian dengan berbagai data dan fakta yang nantinya didapat
dilapangan, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui
sejaun mana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA turut
berperan aktif sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir angka perceraian.

Gambar 1. 1 Statistik Perkara Di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2021

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2021 i — .
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Beberapa latar belakang masalah di atas merupakan alasan yang
menjadikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini.
Dalam upaya penyelesaian, maka upaya yang terbaik dan pada dasarnya

merupakan fitrah manusia serta budaya masyarakat adalah mencapai
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penyelesaian dengan damai. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang

diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa bahwa hal ini sangat perlu
untuk diteliti dan dituliskan dalam bentuk sebuah karya ilmiah guna untuk
meninjau kembali tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut
Kelas IA dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang mediasi, dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS Dl
PENGADILAN AGAMA KELAS | A GARUT JAWA BARAT TAHUN

2021)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di
Pengadilan Agama Garut?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses
Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama

Garut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas,
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara

perceraian di Pengadilan Agama Garut.
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor penghambat
dan faktor pendukung proses Mediasi dalam penyelesaian perkara
perceraian di Pengadilan Agama Garut.

Adapun bentuk hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan
pemikirian bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara
perdata khususnya mengenai penerapan mediasi dalam peradilan agama
dengan berbagai permasalahan dan efektivitasnya.

Khusus untuk penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan dan
pembentukan pola berpikir kritis sebagai mahasiswa Fakultas Syari’ah
dan Hukum serta untuk memenuhi prasyarat dalam penyelesaian studi di
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Untuk memeberikan wawasan dan pemahaman kepada
maasyarakat luas mengenai proses mediasi didalam penyelesaian perkara
di pengadilan agama, sehingga masyarakat tidak terlalu bingung ketika
hendak menempuh proses mediasi dalam penyelesaian perkara

perceraian.
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D. Telaah Pustaka
Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan
ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada hubungan dan

keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas.

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut

sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Yaumi Nurrahman tahun (2012)
“Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (Studi kasus di pengadilan agama
bantul tahun 2009-2011). Pada skripsi ini membahas tentang efektivitas yang
berkaitan dengan performa, tenaga dan cara ataupun usaha yang dilakukan oleh
hakim mediator sebagai pendamai diantara kedua belah pihak yang berperkara.
Sebab menurut penulis sendiri strategi seorang hakim mediator dalam
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara adalah penting untuk
dimiliki sebagai penunjang utama bagi seorang hakim mediator untuk

mencapai titik keberhasilan perdamaian diantara kedua belah pihak.?

Kedua, skripsi karya Abdul Gapur tahun (2011) “Problem yang dihadapi
hakim mediator dalam mediasi perceraian suami istri di pengadilan agama
Yogyakarta”. Pada skripsi ini membahas tentang problem, masalah-masalah
serta kendala-kendala yang dialami oleh hakim mediator pengadilan agama
yogyakarta dalam memediasi para pihak (suami isteri) yang berperkara dalam

kasus perceraian. Pada penjelasan skripsi ini, penulis menjelaskan secara

20 Nurrahman Yaumi, Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011), Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, 2012.
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spesifik terkait permasalahan apa saja yang ditemui hakim mediator pengadilan
agama yogyakarta selama proses perdamaian kedua belah pihak serta

menggunakan sudut pandang secara subyektif.?

Ketiga, Skripsi karya Fahlil Umam Mahasiswa program studi hukum
keluarga islam fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dengan judul : “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong” (2019). Skripsi ini
mencoba menjelaskan yang menjadi faktor keberhasilan maupun kegagalan
dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; Kualitas Sumber Daya Manusia
(kualitas dan Kuantitas Mediator), meskipun para mediator melaksanakan
tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun secara umum
masih belummaksimal dalam pendekatan dengan para pihak berperkara. Yang
membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun
adalah dalam penelitian penulis berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap
efektivitas mediasi dalam perkara perceraian yaitu dengan teori Tahkim dan

menggunakan pendekatan sosiologis.?

21 Abdul Gapur, Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perceraian
Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.

22 Fahlil Umam, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di

Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong” (2019). Skripsi diterbitkan fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
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Keempat, Jurnal karya Nurhasanah tahun (2017) dengan judul “Peran
mediator dalam meminimalisir cerai gugat di pengadilan agama kota medan
pada tahun 2015-2016. Pada karya ini dijelaskan bahwa di pengadilan agama
kota medan peran seorang hakim mediator sangat penting dalam proses
penyelesaian perkara cerai gugat, sehingga hakim mediator dapat
memaksimalkan perannya dalam menjalankan perannya sebagai mediator guna
untuk meminimalisir tingkat perceraian. Dalam hal ini peran dan fungsi serta
skill dari hakim mediator sendiri merupakan hal penting agar memudahkan

tujuan hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.?®

Kelima, Tesis karya tulis ilmiah dari Suwandi Solemantahun (2018)
“Peran hakim dalam memediasi perkara perceraian (Studi kasus di pengadilan
agama ternate maluku utara). Dalam tesis ini penulis membahas tentang peran
serta usaha Hakim guna memfasilitasi kedua belah pihak yang berperkara

untuk menemukan jalan keluar dalam perkara perceraian.?*

Mengamati dari berbagai karya ilmiah yang dikemukakan penulis di atas
yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu berfokus pada kesesuaian implementasi mediasi di
pengadilan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian

sebelumnya lebih fokus terhadap peran dan fungsi mediator dalam pelaksanaan

23 Nurhasanah, Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Kota Medan Pada Tahun 2015-2016, Analityca Islamica, Jurnal Vol 6, No. 1, 2017.

24 Suwandi Soleman, Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara), Tesis diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
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proses mediasi, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam
secara keseluruhan terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan
persoalan perkara perceraian.

Keadaan dan efektivitas yang harus dipegang dalam pelaksanaan mediasi
sebagai prinsip diharapkan untuk dapat membantu mencari jalan keluar untuk
kedua belah pihak yang berperkara, memiliki efektivitas yang dimaksud adalah
dalam pengertian memberikan dampak positif dan tentunya bermanfaat
terhadap siapapun serta adil dalam menanggapi setiap keputusan yang
diinginkan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Pada akhirnya mediasi mampu melahirkan sebuah nilai tersendiri bagi
setiap orang yang berperkara khususnya dalam perkara perceraian sebagai jalan

memutus permasalahan perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu mediare
yang memiliki arti di tengah.?® Dengan artian bahwa menunjukan kepada peran
yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya
menegahi dan menyelesaiakan setiap sengketa antar para pihak yang
berperkara. Unsur penting dalam mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan

perundinga.

2. Mediator menjadi penengah pihak yang bersengketa dalam perundingan

25 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2003), him. 79.
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3. Mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dalam
mencari penyelesaian.

4. Mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama
perundingan berlangsung.

5. Tujuan mediasi adalah untuk mendapatkan atau menghasilkan
kesepakatan yang disepakati o;eh pihak-pihak yang bersengketa dalam
mengakhiri sengketa.?®

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan yang merupakan hasil perubahan dari Peraturan Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2003 dan tahun 2008 merupakan landasan dasar hukum
dari pelaksanaan mediasi di pengadilan. Dalam perkara perceraian, tentunya
hakim diamanahi untuk bertugas memeriksa dari awal sampai kemudian
dijatuhkannya putusan persidangan atas perkara yang dipersidangkan.
Berdasarkan HIR Pasal 130 ayat 1?7 / Pasal 154 Rbg,?® hakim berkewajiban
untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang
bersengketa tetap pada pendiriannya, hakim menunda persidangan dan para
pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk menunjuk mediator untuk

kemudian bisa melaksanakan proses mediasi.

% Suyut Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor:
PT.Graha Indonesia, 2000), him. 59.

27 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatblad Nomor 1926-496.

28 Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en
Madura (R.Bg), Staatblad Nomor 1927-227.
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Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA No. 1 tahun 2016
tentang Mediasi di Pengadilan telah menegaskan bahwa mediasi adalah
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu
oleh mediator untuk mencapai kesepakatan.?® Mediator adalah pihak yang
bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam
mencari berbagai solusi penyelesaian sengketa.®® Berdasarkan pertimbangan
tersebut, maka kesepakatan yang ingin dicapai merupakan kesepakatan untuk
rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara
damai, dengan demikian dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam

perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut.

Sengketa yang melalui proses mediasi, ketika merupakan persoalan
sengketa kebendaan atau bukan sengketa perceraian, dan perkara tersebut
berhasil dimediasi, kemudian akan terwujud dalam bentuk akta perdamaian
yang akan dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang amarnya “menghukum
kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian”. Akan tetapi peneliti
memfokuskan dalam masalah perceraian, keberhasilan mediasi (rukun dan
tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan
hanya mencabut gugatan permohonannya. Berangkat dari sistem tersebut,
maka peneliti menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara
perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini

tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh

2 PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 butir 6.

30 PERMA No. 2 tahun 2003 Pasal 1 butir 5.
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proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah

melalui pertimbangan para pihak yang berperkara sendiri.

Dengan demikian pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan
sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh
lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh

pihak yang berperkara sendiri.

. Teori Islah

Istilah mediasi bukan merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi
hukum Islam, karena secara praktik sebenarnya istilah mediasi telah lama
dikenal dalam praktiknya melalui konsep Islak. Secara terminologi, dalam
hukum Islam perdamaian disebut dengan istilah IslaZ atau suliu ( =<l ) yang
berarti ¢) 3 #kf memutus pertengkaran atau perselisihan dan menurut syara’
adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan
antara dua belah pihak yang saling bersengketa.

Secara istilah, term Islak dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam
kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam
secara umum, Islah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin
membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.
Sementara menurut ulama fikih, kata Islas diartikan sebagai perdamaian, yakni
suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara

pihak yang bertikai, baik individu maupun kelompok.
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Pengadilan agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia,
tentunya menjadikan konsep sulku sebagai dasar hukum dalam setiap proses
untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Adapun para pengadilan agama
istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Tentunya tanpa mengurangi makna perdamaian dalam segala bidang
persengketaan, maka kemudian perdamaian dalam sengketa perceraian
mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara
suami isteri dalam permasalahan sengketa perceraian, maka keutuhan rumah
tangga dapat terselamatkan, juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat
dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya.3*

Penjelasan terminologi di atas, menjadi latar belakang untuk memilih
menggunakan kata Islaz untuk menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama,
kemudian dikembangkan menjadi teori lsla/. Penelitian yang dilakukan oleh
peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih
mengarah kepada pembahasan berbagai faktor penyebab keberhasilan dan
kegagalan dalam menentukan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dengan
menggunakan analisis teori Islah dan hukum positif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya hubungan sebab akibat,

efektivitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas

berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau

31 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
Jakarta Kencana.2008, him.152.
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dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut James L

Gibson (Pasolong, 2013: 4) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya

bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas. dapat

disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.3?

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, karena kebudayaan merupakan bentuk hasil karya,
cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

hidup.3

Faktor-faktor tersebut memiliki sifat dan arti yang netral, sehingga fokus

dari persoalan yang menjadi dampak positif atau negatifnya terletak pada

pelaksana faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya

sendiri, yaitu peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah

PERMA No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang

32 Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota
Semarang”, Jurnal: Departemen Administrasi Publik Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, him. 3.

33 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007), him. 7-8.
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kedua adalah faktor penegak hukum tentunya para pegawai, staf atau pelaksana
hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Garut. Ketiga adalah
faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa
dilenkapinya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum berlangsung dengan lancar sebagaimana mestinya. Yang keempat
adalah masyarakat, lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang diberlakukan, nilai-nilai yang merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik sehingga

ditaati dan juga yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan efektif ketika ada dalam taraf
sejaun mana dapat mencapai tujuanya. Hukum dapat dikatakan efektif jika
terdapat dampak hukum yang positif, dalam kondisi tersebut hukum mencapai
sasaranya dalam membentuk ataupun merubah perilaku manusia sehingga

menjadi perilaku hukum.

Adapun keterkaitan antara mediasi dengan teori efektifitas berdasarkan
pada 5 (lima) faktor di atas yang bisa membedah dan menggambarkan kondisi
objektif tentang efektivitas mediasi. Apabila keseluruhan faktor tersebut dapat
terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak
ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifinya dalam hal ini Mediasi

ditentukan oleh 5 (lima) faktor tersebut.
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F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses atau cara ilmiah  untuk
menghasilkan suatu penelitian yang baik, terukur dan terarah. oleh karena itu,
ada berbagai jenis penelitian, dimana jenis-jenis penelitian ini menentukan
metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan.*

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metodologi kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.®®
Sedangkan metodologi penelitian  kuantitatif adalah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka dari sampel yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metodologi field research (penelitian lapangan), yakni penelitian yang
mengambil sekaligus mengkaji dokumen yang ada dilapangan dengan
menggunakan data skunder diantaranya peraturan perundang-
undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli serta data yang
diperolen dari Pengadilan Agama Garut. (penelitian lapangan
merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif yang tidak merupakan pengetahuan mendalam akan litertatur

yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian

34 Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), him.162.

% Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya
Offset, 2007), him. 4.
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lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana

penelitiannya berdasarkan konteks).

. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis,
yaitu menggambarkan gejala, peristiwa, serta kejadian yang faktual
sesuai dengan keberadaan informasi data yang ditemukan di Pengadilan
Agama Garut terkait tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian
perkara perceraian. Berkaitan dengan hal tersebut maka dikemukakan
pemikiran-pemikiran  yang berkenaan dengan  permasalahan-
permasalahan yang dibahas mengenai peran mediasi dalam upaya agar
menekan angka perceraian menjadi lebih sedikit. Kemudian memahami,
meninjau dan menganalisa terkait efektivitas mediasi di pengadilan
agama dalam penyelesaian perkara-perkara perceraian di Pengadilan
Agama Garut Kelas IA.

Lokasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah
Pengadilan Agama Garut Kelas IA, karena masih terdapat peningkatan
angka perceraian dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sejauh mana
fungsi dari mediasi dalam upaya meminimalisir angka perceraian dapat
dimaksimalkan dengan baik.

. Tempat Penelitian
Tempat Penelitian adalah Pengadilan Agama Garut Kelas IA.

Penyusun memilih pengadilan agama Garut Kelas IA sebagai tempat
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penelitian karena pengadilan agama Garu Kelas 1A memiliki angka
perceraian yang tinggi tahun 2021.
4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Pendekatan
normatif, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di
Pengadilan Agama Garut, berdasarkan pada hukum Islam. Dan
pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan perundang-

undangan atau peraturan yang mengatur prosedur mediasi.

5. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer merupakan data utama atau sumber data yang
digunakan sebagai data pokok dalam penyelesaian penyusunan
skripsi ini. Data Primer ini berupa wawancara mendalam (in-
depth interview),® yang berarti penelitian ini berlangsung
dengan adanya dialog dengan beberapa hakim mediator di
Pengadilan Agama Garut, yang ditambah dengan dokumen
ataupun data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitudi
Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pencatatan sumber data
utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta
merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat,

mendengar dan bertanya.?’

36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11
(Jakarta:Rineka Cipta, 2013), him. 114.

37 1bid, hlm. 157,
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b. Data Skunder
Data sekunder yang digunakan adalah data yang
memberikan penjelasan untuk atau melengkapi data primer yang
meliputi buku, Jurnal, skripsi, surat kabar, internet, serta
wawancara mediator yang bersangkutan.
6. Metode Pengumpulan Data
a. Dokumen
Pengumpulan data atau bahan-bahan yang berbentuk
dokumen fisik ataupun virtual dari Pengadilan Agama Garut
Kelas IA yang berisi tentang data dan jumlah perkara perceraian
yang ada di Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam
penyelesaian perkara perceraian. Dokumen adalah setiap bahan
tertulis ataupun tidak tertulis.®
b. Wawancara
Melakukan wawancara kepada hakim mediator Pengadilan
Agama Garut Kelas IA untuk memperkuat data dalam isi
skripsi. wawanacara adalah percakapan dengan maksud
tertentu,dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah

pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara

*bid, him. 216.
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(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diajukan.®
c. Teori Analisis data

Data yang terkumpul dari berbagai hasil dari pengumpulan
data yang didapat, kemudian penyusun sekaligus peneliti skripsi
menganalisis data tersebut agar menjadi mudah untuk dibaca
dan dipresentasikan. Analisis data menggunakan metode
kualitatif, yaitu mencari data melalui kerangka berfikir induktif.
Induktif berarti menganalisa data berdasarkan fakta-fakta khusus
untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan pendekatan

kualitatif guna menghasilkan hal yang bersifat umum.4°

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini
secara umum, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya
terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang
utuh dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara
keseluruhan dari penelitian ini.

Bab pertama, pendahuluan merupakan bagian umum dari pembahasan
yaitu sesuatu yang menjadi bagian yang paling dasar dalam penyusunan
skripsi. Maka berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis meletekkan

pendahuluan pada bagian pertama yang memuat latar belakang masalah,

*Ibid, him. 186.

“lbid, him. 2-3.
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rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan
adalah bagian dimana penulis menuliskan jawaban juga alasan kenapa
kemudian peneletian ini dilakukan, pada bagian ini penulis akan memberikan
gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Latar belakang
adalah sebuah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman atau
memberikan kemudahan kepada pembaca atau pendengar untuk memahami
mengenai apa yang penulis sajikan dalam karya tulis ilmiah ini berkaitan
dengan permasalahan yang penulis teliti.

Bab kedua, berisi pembahasan tinjauan umum tentang mediasi menurut
Peraturan Mahkamah Agung. Pada bab ini penulis menuliskan tentang
pengertian mediasi untuk memudahkan pembaca nantinya, sehingga pembaca
dapat memahami terlebih dahulu pengertian dari mediasi. Pada bab ini
penulis juga menuliskan tentang dasar hukum, asas-asas umum dalam
mediasi, prosedur mediasi dan yang terakhir tujuan dan manfaat mediasi.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang penelitian yang dilakukan oleh
penulis di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pada bab ini penulis
memaparkan tentang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A,
gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Garut, paparan data hasil
penelitian, gambaran umum perkara perceraian, jumlah dan tingkat
keberhasilan mediasi pada perkara perceraian. Kemudian pada bab ini
menuliskan tentang prosedur mediasi Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

dalam penyelesaian perkara perceraian yang meliputi tentang latar belakang
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perkara perceraian yang dimediasi oleh hakim mediator, sikap netral hakim
mediator Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam mendamaikan kedua
belah pihak yang ingin bercerai sehingga terwujudnya tujuan mediasi guna
dapat menjadikan pihak yang berperkara merasa nyaman dan menjadi lebih
terbuka dalam mengungkapkan permasalahan dari kedua belah pihak.

Bab keempat, membahas tentang hasil analisis dan pembahasan terkait
dengan efektivitas mediasi yang ada di Pengadilan Agama Garut Kelas IA.
Pada bab ini penulis menggunakan data-data perkara yang dimediasi dan
data-data perkara perceraian sebagai tolak ukur terhadap efektivitas mediasi
di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pada bab ini penulis memaparkan data
perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA tahun 2021,
data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Garut Kelas IA
setiap bulan pada tahun 2021 dan data perkara perceraian yang berhasil, juga
yang tidak berhasil dan yang gagal dimediasi di Pengadilan Agama Garut
Kelas IA. Pada bab ini penulis juga memaparkan tentang sedikit kesimpulan
berdasarkan data yang dipaparkan terkait dengan efktifitas mediasi yang telah
dilaksanakan.

Bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan

saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekaligus penulis.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa terhadap efektivitas mediasi dalam
perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut, bahwa mediasi berjalan
dengan efektif, karena dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang prosedur mediasi, dengan tingkat keberhasilan Mediasi di
Pengadilan Agama Garut pada tahun 2021, yaitu 2,3% atau 7 perkara dari
299 perkara yang melalui tahap mediasi.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung
proses pelaksanaan mediasi adalah:
1. Faktor Pendukung :
a. Faktor Perkara
Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya
sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum di bawa ke
Pengadilan Agama, jadi pada dasrnya perkara perceraian yang
diajukan ke pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau
sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi
b. Iktikad Baik Para Pihak.
Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai
penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik

apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak
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akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk
dirukunkan  serta  kesadaran  masing-masing pihak  akan
kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai
hidup rukun  kembali.  Terutama iktikad baik pihak
Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima
Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

c. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi.
Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan
berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang
tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir
kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya.
Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan
penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan
suaminya lebih kuat.

d. Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak
dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya
kesepakatan penyelesaian perkara.

2. Faktor Penghambat

a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat
rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama penghambat
mediasi di Pengadilan Agama Garut. Faktor ini banyak dipengaruh

oleh tidak patuhnya para pihak selama proses Mediasi seperti, sikap
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egois dari para pihak, tidak kooperarifnya atau para pihak yang tidak
mau diajak bekerja sama selama proses mediasi.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Masih kurangnya fasilitas penunjang yang memadai yang di miliki
Oleh Pengadilan Agama Garut seperti AC, Proyektor dan lain-lain.

c. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai sehingga kedatangan
mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak
berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga.
Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk
mengupayakan perdamaian. Konflik yang berkepanjangan yang
terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi
para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak
dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa
benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat
sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga

sulit untuk rukun lagi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, tentunya

penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar mediasi berjalan efektif hendaknya Pengadilan Agama Garut
memperbaiki beberapa hal seperti:
a. Mediator harus memiliki sertifikat Mediator yang diterbitkan

oleh Mahkamah Agung.
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b. Menambah fasilitas penunjang seperti AC, Proyektor dan
lain-lain guna terlaksananya mediasi yang nyaman dan
efektif.

c. Mediator harus lebih serius dalam memberikan pejelesana
kepada para pihak mengenai mediasi dan harus mampu
mengontrol jalanya medias serta meningkatkan metode atau
Teknik yang digunakan dalam proses mediasi dan bagi para
pihak hendaknya lebih tenang dalam menjalankan proses
mediasi.

d. Diperlukanya ketegasan mediaitor dalam menerapkan
Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur Mediasi di
pengadilan agar tidak menjadi kebiasaan adanya budaya
permsiif dalam penyelesaian perkara perceraian.

2. Agar tingkat keberhasilan mediasi meningkatkan di Pengadilan
Agama Garut diharapakan para hakim agar melaksanakan tugas
dengan baik dan professional serta Pengadilan Agama Garut harus
memberikan target berapa presntasi perkara yang berhasil di mediasi
dalam 1 (satu) tahun agar para mediator mempunya target yang jelas
dan terukur.

3. Pengadilan Agama Garut hendaknya mencari solusi guna
menangulangi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak
berjalan dengan efektif misalnya mengingatkan kepada para pihak

tentang komitmen dari para pihak untuk menjaga keutuhan rumah
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tangga serta menekankan pentingya itkad baik dari para pihak selama
proses mediasi, karna tujuan akhir dari mediasi itu sendiri adalah
untuk kebaikan para pihak itu sendiri.

Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama
(selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatan, Pembinaan dan
Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan
pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak
melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar supaya mereka
memiliki pengetahuan yang cukup matang serta kesiapan mental
yang baik, sehingga terhindar atau dapat meminimalisir dari
perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani
kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap

perceraian.
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